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SOLEHUDDIN, Hukum Perburuhan , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 
April 2013, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang 
Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati 
Kabupaten Sampang)”, Ummu Hilmy., MS;    Ratih Dheviana Puru H.T.,SH. 
 
Skripsi ini Penulis membahas salah  satu masalah anak yang harus memperoleh 
perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labor). Isu ini telah mengglobal 
karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia 
sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan 
pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, 
pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat 
perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk 
tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada 
situasi yang paling tidak bisa ditolelir . Maka penulis membahas bagaimana 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang 
konstruksi yang secara khusus ingin mengupas bagaimana pelaksanaan 
perlindungan terhadap pekerja anak yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Terkait masalah persyaratan yang harus dipenuhi pengusaha untuk 
mempekerjakan pekerja anakdan bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk 
dipekerjakan kepada pekerja anak. Dan hambatan serta upaya yang telah 
dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang 
bekerja di bidang konstruksi.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa belum 
ada perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi. 
Pengusaha tidak memenuhi kewajiban persyaratan yang telah diamanatkan 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Serta pekerja 
anak yang bekerja di bidang konstruk dapat dikategorikan dalam pekerjaan yang 
terburuk bagi pekerja anak. 
 
 




















SOLEHUDDIN, Labour Law, Faculty of Law, UB, April 2013, "Implementation 
of Legal Protection Against Child Labour Working in Construction Sector 
(Development Projects Study CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)," Ummu 
Hilmy,SH., MS; Ratih Dheviana Puru H.T, SH . 
 
In this study author discusses one of the problems of children who need special 
attention, is the issue of child labor (child labor). This issue has been globalized 
since so many children around the world who go to work at school age. In fact the 
issue of child labor is not just the issue of children running jobs with wages, but 
once attached to the exploitation, hazardous work, inhibition of access to 
education and hinder the development of physical, psychological and social 
development. Even in the case of certain forms of child labor and has been entered 
as a qualifying child working in most circumstances can not be tolerated. Then the 
authors discuss how the implementation of the legal protection of child laborers 
working in the construction field who specifically want examines how the 
implementation of child protection workers by employers of construction in 
accordance with Act No. 13 of 2003 on Manpower. Issues related requirements 
that must be met employers to hire workers anakdan forms of work prohibited to 
employ child workers. Law barriers as well as the efforts that have been made in 
the implementation of the legal protection of child laborers working in the 
construction field. 
Based on the research, the researchers obtained the result that there without legal 
protection for child workers who work in the construction field. Employers do not 
meet the requirements which have been mandated obligations law No. 13 of 2003 
concerning employment. As well as child laborers working in the field of 
constructs can be categorized in the worst jobs for child labor. 
 
 















Children are the living messages we send to a time we will not see 
(anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita 
lihat)1, begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin 
menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus aset 
terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak 
merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu 
bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan 
anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan 
datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa 
sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat 
tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, 
maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan 
dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya 
pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan 
hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya. 
Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap 
hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak 
lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga 
perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali 
juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang 
ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan 
kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan 
dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk 
menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik. 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
                                               
1 Lenny N. Rosalin, 2011, Kabupaten/Kota Layak Anak untuk Mewujudkan Indonesia Layak 





kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.2 
Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka 
selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada 
dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk 
mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, 
intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak 
dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, 
menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan 
ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.3 
Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, 
adalah isu pekerja anak (child labor). Isu ini telah mengglobal karena 
begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia 
sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak 
menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali 
dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan 
dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan 
dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai 
kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa 
ditolelir (the intolerable form of child labor).4 
Banyak dari anak-anak ini yang berisiko terperangkap dalam 
bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Penghapusan pekerja anak 
didasarkan pada prinsip bahwa anak sepatutnya berada di sekolah, bukan 
di tempat kerja. Akan tetapi, statistik menunjukkan bahwa pemanfaatan 
tenaga kerja anak ternyata berlangsung secara besar-besaran di banyak 
                                               
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2 
3 Syamsuddin, 1997, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, Departemen 
Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, hal:1. Kutipan dari Tesis Eka Tjahjanto, Implementasi 
Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap 
Eksploitasi Pekerja Anak,hal:xiii. 
4 Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan 
Perspektif Konvensi Hakhak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal : 8. Kutipan dari Tesis Eka 
Tjahjanto, Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya 





negara di seluruh dunia. ILO memperkirakan bahwa di seluruh dunia, 218 
juta anak terjerat dalam eksploitasi tenaga kerja anak pada tahun 2004. 
Dari jumlah tersebut, untuk kelompok usia 5-11 tahun, anak laki-laki 49% 
dan anak perempuan 51%; untuk kelompok usia 12-14 tahun, anak laki-
laki 55% dan anak perempuan 45% (ILO 2006). Di Indonesia, terdapat 0,4 
juta anak perempuan dan 0,6 juta anak laki-laki dalam kelompok usia 10-
14 yang bekerja pada tahun 2007 5.  
Dalam Convention on the Right of the Child (CRC), yang telah 
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 
36 tahun 1990, memuat empat prinsip umum tentang hak anak, yaitu : 
1. Bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa kecuali; 
2. Bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang; 
3. Bahwa kepentingan anak harus menadi pertimbangan utama dalam 
semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak; 
4. Bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta 
aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya6.  
Pekerja anak pada umumnya harus mendapatkan perlindungan 
hukum sesuai dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan agar hak-hak dari pekerja anak terpenuhi. Tetapi banyak 
perusahaan yang mempekerjakan anak  di bidang konstruksi yang tidak 
memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam undang-undang yang 
berlaku sehingga banyak resiko yang akan timbul dari pekerja anak yang 
bekerja di bidang konstruksi.  
Pekerjaan di bidang konstruksi sangat berpotensi mengancam 
keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, oleh karena itu pekerjaan 
tersebut tidak diperbolehkan dikerjakan oleh anak-anak. Tindakan 
mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk bagi anak dikategorikan 
sebagai kejahatan, oleh karena itu setiap pelanggar ketentuan tersebut akan 
                                               
5 Survei Angkatan Kerja Nasional,BPS 
6 Depdiknas, 2001, Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor 
Informal, Jakarta. Kutipan dari Tesis Eka Tjahjanto, Implementasi Peraturan Perundang-undangan 





dikenai sanksi pidana. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di bidang konstruksi. 
Pekerjaan di bidang konstruksi yang dilakukan oleh pekerja anak 
tentunya akan berdampak pada perlindungan yang diberikan terhadapnya. 
Praktek demikian telah terjadi pada proyek pembangunan CV. Karya Sejati 
Kabupaten Sampang, di mana seorang pekerja anak bekerja dari pagi hari 
sampai dengan sore hari maka perusahaan harus memenuhi  persyaratan 
diamanat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
Dengan melihat kenyataan kondisi pekerja anak yang bekerja di 
bidang konstruksi yang tidak memperoleh perlindungan hukum, yang 
tidak sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan untuk itu penulis 
tertarik menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul 
“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang 
Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi Proyek Pembangunan CV. Karya 
Sejati Kabupaten Sampang)” 
 
II. PERUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang 
bekerja di proyek pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang? 
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dan langkah yang ditempuh dalam 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di 













III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang 
bekerja di CV. Karya Sejati. 
1. Pemenuhan persyaratan pasal 69 ayat 2 Undang-undang No.13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada sampel di dua 
proyek yang dikelola oleh CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang 
sebagai berikut: 
a. Izin tertulis dari orang tua atau wali 
Untuk mengetahui perjanjian kerja yang dilakukan oleh CV. 
Karya Sejati penulis berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf a 
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: 
Izin tertulis dari orang tua atau wali. 
Mustofa  mendukung anaknya untuk bekerja di bidang 
konstruksi karena anaknya sudah tidak bisa melanjutkan jenjang 
pendidikan serta keinginan anak itu sendiri untuk ikut bekerja 
dengan orang tuanya untuk membantu ekonomi keluarga7.  
Dari hasil wawancara diatas pada dasarnya pengusaha tidak 
merekrut pekerja anak sebagai pekerja tetapi karena faktor 
ekonomi dan budaya di sekitar yang mempengaruhi pekerja anak 
untuk melakukan pekerjaan di bidang konstruksi. Seperti kutipan 
wawancara dengan pekerja anak yang bernama Yani, 
”Saya bekerja di perusahaan CV. Karya Sejati merupakan 
keinginan sendiri karena tidak bisa melanjutkan sekolah dan ingin 
mendapatkan uang sendiri”8. 
 
Sedangkan pekerja anak yang bekerja di perusahaan yang 
tidak bersama dengan orang tuanya perusahaan tidak meminta izin 
tertulis kepada orang tuanya karena pekerja anak tersebut 
                                               
7 Wawancara dengan Mustofa Orang tua dari pekerja anak Yani tanggal 2 Februari 2013. 





melakukan pekerjaan merupakan dorongan dari orang tuanya 
sendiri karena tidak bisa melanjutkan sekolahnya dari pada tidak 
ada kerjaan dirumah pekerja anak memilih bekerja untuk 
mendapatkan uang sehingga tidak perlu izin tertulis dari orang tua 
dan pekerja anak yang masih sekolah mereka melakukan pekerjaan 
untuk mengisi waktu luang hari libur minggu untuk bisa 
menambah uang jajannya karena faktor ekonomi dari keluarganya 
dan orang tuanya mengizinkan sehingga perusahaan tidak perlu 
meminta izin tertulis orang tua karena pekerja anak keinginan 
sendiri untuk bekerja. Maka menurut perusahaan meminta  izin 
dari orang tua tidak perlu dilakukan untuk mempekerjakan pekerja 
anak karena menurut perusahaan yang meminta pekerja anak untuk 
mbekerja karena keinginan pekerja anak sendiri dan dorongan dari 
orang tua dan itu tidak terlepas dari fakto ekonomi.9 
Dari hasil diatas bahwa pihak perusahaan tidak meminta 
izin tertulis dari orang tua atau wali. Pihak perusahaan tidak 
memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan anak yang sesuai 
dengan pasal 69 ayat 2 huruf a. 
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali 
Untuk mengetahui perjanjian kerja yang dilakukan oleh CV. 
Karya Sejati penulis berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf b 
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: 
Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. 
Sukamto menjelaskan bahwa pekerja anak yang  bekerja di 
perusahaan  merupakan keinginan mereka sendiri dan dorongan 
dari orang tua  karena faktor ekonomi untuk membantu ekonomi 
keluarganya dan faktor kebudayaan yang berkeinginan memegang 
dan mendapatkan uang sendiri untuk melangsungkan kehidupan. 
Di dalam  perusahaan terdapat seorang pekerja anak yang bekerja 
dengan orang tuanya. Dan perusahaan mempekerjakan pekerja 
                                               





anak yang bekerja di perusahaan itu bukan merupakan perekrutan 
dari perusahaan melainkan orang tuanya yang bekerja di 
perusahaan dan membawa anaknya untuk membantu dan itu tidak 
menguntungkan sama sekali ke perusahaan. tetapi karena 
perusahaan merasa kasihan dengan keadaan keluarganya maka 
perusahaan memperbolehkan untuk bekerja dan pekerja anak 
tersebut di perlakukan sama dengan pekerja yang lain. Jadi secara 
tidak langsung pekerja anak perjanjian kerja antara orang tua dan 
pengusaha sudah terwakilkan oleh orang tuanya. Sedangkan 
pekerja anak yang lain dan yang masih sekolah perjanjian kerjanya 
langsung kepada anak itu sendiri tetapi secara lisan bukan tulisan 
dengan menjelaskan apa yang menjadi pekerjaan dari pekerja anak. 
dan pada akhirnya perusahaan karena  merasa kasihan pekerja anak 
tersebut bekerja di perusahaan 10.  
Dari hasil diatas bahwa pihak perusahaan melakukan 
perjanjian kerja dengan pekerja anak secara lisan. Pihak 
perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan 
anak yang sesuai dengan pasal 69 ayat 2 huruf b. 
c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam 
Untuk lebih terlindunginya perkembangan anak secara 
teratur maka diperlukannya pembatasan waktu terhadap pekerja 
anak yang bekerja di CV. Karya Sejati karena anak memerlukan 
aktifitas lain seperti bermain, waktu sekolah, belajar serta istrahat. 
Untuk mengetahui waktu kerja yang diberlakukan oleh CV. 
Karya Sejati Kabupaten Sampang, penulis berpedoman pada pasal 
69 ayat 2 huruf c Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan sebagai berikut: Anak sebaiknya boleh bekerja 
selama 3 jam sehari, dengan pengaturan 1,5 jam kerja, ½ jam 
istirahat, dan 1 jam kerja; 
                                               






 “Saya sekarang tidak sekolah lagi, karena faktor ekonomi 
keluarga yang lemah serta keinginan saya sendiri untuk bekerja 
bersama orang tua di proyek pembangunan CV. Karya Sejati. Saya 
bekerja  mulai dari jam 07.00 s/d 16.00 dan beristirahat selama 1 
jam”11. 
“Saya masih sekolah kelas 2 SMP dan melakukan pekerjaan di 
proyek pembangunan pada hari libur yaitu minggu saja. Dan 
bekerja dari jam 07.00 s/d 16.00. Saya bekerja bersama dengan 
orang tua karena saya yang meminta sendiri kepada orang tua 
untuk bekerja mengisi waktu liburan”12.  
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa  CV. 
Karya Sejati tidak memperhatikan perkembangan, kesehatan, 
mental pada pekerja anak. Hal ini terbukti lamanya pekerja anak 
bekerja di CV. Karya Sejati dalam sehari yaitu mulai jam 07.00 s/d 
16.30. Seharusnya para pekerja anak diberikan waktu yang sesuai 
dengan amanat Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan serta hak-hak anak itu sendiri mengingat tubuh 
dan mental dari anak itu sangat lemah dan dapat menghambat 
tumbuh kembangnya dari pekerja anak. Pekerja anak diberi waktu 
bekerja sama seperti orang dewasa pada umumnya maka dalam hal 
ini CV. Karya Sejati melanggar pasal 69 ayat 2 huruf c dan d 
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
mengenai waktu bekerja bagi pekerja anak. Penulis menemukan 
pelanggaran itu disebabkan karena faktor ketidaktahuan kontraktor 
terhadap perlindungan hukum dan hak-hak dari pekerja anak.  
Pekerja anak yang ada di perusahaan itu dibawa oleh orang 
tuanya untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan pekerja anak yang 
lain itu meminta sendiri ke perusahaan untuk mendapatkan 
pekerjaan agar mereka mempunyai uang sendiri. Tetapi perusahaan 
                                               
11 Wawancara dengan Yani pekerja anak di CV. Karya Sejati tanggal 3 Februari 2013. 





tidak sembarangan untuk mempekerjakan anak karena perusahaan 
juga melihat fisik anak yang bisa dipekerjakan13. Dan faktor 
ekonomi juga mempengaruhi anak menjalankan pekerjaan sebagai 
pekerja anak di CV. Karya Sejati guna membantu ekonomi 
keluarganya serta keinginan anak itu sendiri untuk belajar mencari 
uang. Dengan pertimbangan seperti itu CV. Karya Sejati 
mempekerjakan mereka. 
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu 
sekolah 
Untuk mengetahui pekerjaan terhadap pekerja anak yang 
dilakukan oleh CV. Karya Sejati penulis berpedoman pada pasal 69 
ayat 2 huruf d Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yaitu: Dilakukan pada siang hari dan tidak 
mengganggu waktu sekolah. 
Perusahaan mempekerjakan pekerja anak dari pagi jam 
07.00 s/d 16.00 sama seperti pekerja pada umumya karena semua 
pekerja anak yang bekerja di perusahaan sudah tidak melanjutkan 
sekolah. Sedangkan pekerja anak yang masih sekolah bekerja hari 
minggu jadi tidak mengganggu waktu sekolah. Jadi dengan kondisi 
diatas perusahaan sudah menajalankan sistem waktu pekerjaan 
yang sudah sesuai.14 
Dari hasil wawancara diatas bahwa pihak perusahaan tidak 
mempekerjakan pekerja anak pada siang hari dan tidak 
mengganggu waktu sekolah. Karena pekerja anak yang terdapat 
diperusahaan sudah tidak sekolah. Pihak perusahaan tidak 
memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan anak yang sesuai 
dengan pasal 69 ayat 2 huruf d. 
 
                                               
13 Wawancara dengan Sukamto Direktur CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang tanggal 
2Februari 2013. 






e. Keselamatan dan kesehatan kerja 
Untuk mengetahui jaminan kecelakaan dan kesehatan kerja 
oleh CV. Karya Sejati penulis berpedoman jaminan sosial dalam 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 
Keselamatan Kerja. 
Jaminan sosial yang ada pada CV. Karya Sejati yaitu 
Jaminan kecelakaan dan kematian. Jaminan tersebut itu diberikan 
ketika ada pekerja yang mengalami kecelakaan. Semua pekerja 
yang bekerja di perusahaan tidak memakai perlengkapan kerja.15  
Berdasarkan pasal 69 ayat 2 huruf e Undang-undang No.13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya yang mengatur 
tentang keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan kontraktor 
CV. Karya Sejati dapat dikatakan kurang melindungi dan 
melanggar jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja anak. 
Karena dalam hal ini CV. Karya Sejati tidak memenuhi peraturan 
tentang pekerja anak yang telah diamanatkan Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Jaminan 
Kesehatan bagi pekerja anak. dan Pasal 6 huruf d Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial yaitu jaminan 
pemeliharaan kesehatan.  Serta Pasal 12 huruf b Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu memakai 
alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan Serta tidak 
terpenuhinya perlindungan seperti yang diamanatkan Pasal 8 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
yaitu Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 




                                               





f. Adanya hubungan kerja yang jelas 
Untuk mengetahui hubungan kerja terhadap pekerja anak 
yang dilakukan oleh CV. Karya Sejati penulis berpedoman pada 
pasal 69 ayat 2 huruf f Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yaitu: Adanya hubungan kerja yang jelas. 
Hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan terhadap 
pekerja anak yaitu hubungan pekerja anak dengan mandor dimana 
mandor tersebut yang memberikan perintah kepada pekerja anak 
dan tetapi upah yang diberikan langsung dari mandor.16 
Dari hasil diatas bahwa pekerja anak yang ada di 
perusahaan hubungan kerjanya dapat dikatakan sudah jelas 
sehingga nantinya berdampak pada terpenuhinya hak-hak pekerja 
anak. 
g. Pengupahan 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 responden pekerja 
anak menyatakan bahwa mereka mendapatkan upah terhitung dari 
mereka bekerja serta upah yang diterima sebesar Rp.45.000 per 
hari jam kerja dari 07.00 s/d 16.00 dan UMR Kabupaten Sampang 
sebesar Rp.1.104.600. Cara pemberian upah terhadap pekerja anak 
dari mandor turun kepala tukang dan langsung diberikan kepada 
pekerja anak17. Serta CV. Karya Sejati kabupaten Sampang 
pengupahannya berdasarkan upah harian. Maka dari hasil 
wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa sistem pengupahan CV. 
Karya Sejati Kabupaten Sampang terhadap pekerja anak melanggar 
Pasal 78 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yaitu pengusaha yang mempekerjakan 
pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1 wajib membayar upah lembur. Karena perusahaan 
mempekerjakan buruh melebihi ketentuan Pasal 77 ayat  2 huruf a 
                                               
16 Wawancara dengan Mandor Hamim tanggal 3 Februari 2013. 






Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yaitu  selama 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh 
delapan) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (hari) kerja dalam 1 (satu) 
minggu maka seharusnya pengusaha yang mempekerjakan 
pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur. 
Dan Pasal 11  huruf a Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 
tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yaitu  untuk 
jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu 
setengah) kali upah sejam dan untuk setiap jam kerja lembur 
berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam. 
Maka kalau dihitung sesuai dengan upah lembur upah yang 
seharusnya diterima oleh pekerja anak sebesar Rp.67.750 satu hari 
dan dalam satu bulan sebesar Rp.1.693.750.  
2. Penerapan pasal 74 UU No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dalam jenis kerja sebagai tukang bangunan. 
Pada prinsipnya anak tidak boleh untuk bekerja karena 
seharusnya anak bisa tumbuh kembang dan berhak memperoleh hak 
untuk bermain, belajar dan mampu untuk menjadi generasi penerus 
bangsa. Dan dalam pasal 68 UU no 13 tahun 2003 juga mengatur 
bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. 
Pada kenyataannya ada perusahaan khususnya yang bergerak 
dibidang konstruksi memakai jasa anak untuk melakukan pekerjaan 
yang diperoleh oleh pihak kontraktor. Dalam satu tahun perusahaan 
mendapatkan proyek pembangunan di bidang konstruksi dua kali dan 
mempekerjakan anak dengan jumlah sebanyak 5 Orang dari 12 dengan 
usia 15 sampai 17 tahun18.  
Sedangkan pekerjaan di bidang konstruksi dapat dikategorikan 
dalam pekerjaan terburuk bagi anak karena pekerjaan tersebut 
                                               






tergolong berbahaya, terhambatnya perkembangan fisik, psikis dan 
sosial. Maka di dalam pasal 74 UU No 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan mengatur tentang pekerjaan yang terburuk bagi anak 
yaitu 19: 
a. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada 
pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. 
b. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) 
meliputi: 
1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; 
2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau 
menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, 
pertunjukan porno, atau perjudian; 
3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau 
melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman 
keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau 
4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, 
atau moral anak. 
c. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, 
atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d 
ditetapkan dengan keputusan menteri. 
Pekerjaan di bidang konstruksi dapat di kategorikan dalam 
pasal 74 ayat 2 d yaitu pekerjaan yang membahayakan kesehatan, 
keselamatan, atau moral anak. Dan diatur dalam Keputusan Menteri no 
235 tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan 
kesehatan dan keselamatan anak atau moral anak yaitu: 
a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan 
peralatan lainnya meliputi : Pekerjaan pembuatan, 
perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan: 
1) Mesin-mesin 
                                               





a) Mesin perkakas seperti: mesin bor, mesin gerinda, mesin 
potong, mesin bubut, mesin skrap; 
b) Mesin produksi seperti: mesin rajut, mesin jahit, mesin 
tenun, mesin pak, mesin pengisi botol. 
2) Pesawat 
a) Pesawat uap seperti: ketel uap, bejana uap; 
b) Pesawat cairan panas seperti: pemanas air, pemanas oli; 
c) Pesawat pendingi, pesawat pembangkit gas karbit; 
d) Pesawat angkat dan angkut seperti: keran angkat, pita 
transport, ekskalator, gondola, forklift, loader; 
e) Pesawat tebaga seperti: mesin diesel, turbin, motor bakar 
gas, pesawat pembangkit listrik; 
3) Alat berat seperti: traktor, pemecah batu, grader, pencampuran 
aspal, mesin pancang; 
4) Instalasi seperti: instalasipipa bertekanan, instalasi listrik, 
instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik; 
5) Peralatan lainnya seperti: tanur, dapur peleburan, lift, perancah; 
6) Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana 
pengangkutan dan sejenisnya. 
b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya 
yang meliputi: 
1. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik 
a. Pekerjaan di bawah tanah, di bawah air, atau dalam ruangan 
tertutup yang sempit dengan ventilasi yang terbatas 
(confined space) misalnya sumur, tangki; 
b. Pekerjaan yang dilakukan pada tempat ketinggian lebih dari 
2 meter; 
1) Pekerjaan dengan menggunakan atau dalam 
lingkungan yang terdapat listrik bertegangan di 





2) Pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik 
dan/atau gas; 
3) Pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu 
dan kelembaban ekstrim atau kecepatan angin 
yang tinggi; 
4) Pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan tingkat 
kebisingan atau getaran yang melebihi nilai 
ambang batas (NAB); 
5) Pekerjaan menangani, menyimpan, mengangkut 
dan menggunakan bahan radioaktif; 
6) Pekerjaan yang menghasilkan atau dalam 
lingkungan kerja yang terdapat bahaya radiasi 
mengion; 
7) Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan 
kerja yang berdebu; 
8) Pekerjaan yang dilakukan dan dapat 
menimbulkan bahaya listrik, kebakaran dan/atau 
mengangkut pestisida. 
2. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia 
a. Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja 
yang terdapat pajanan (exposure) bahan kimia 
berbahaya; 
b. Pekerjaan dalam menangani, menyimpan, 
mengangkut dan menggunakan bahan-bahan kimia 
yang bersifat toksik, eksplosif, mudah terbakar, 
mudah menyala, oksidator, korosif, intatif, 
karsinogenik, mutagenik, dan/atau teratogenik; 
c. Pekerjaan yang menggunakan asbes 
d. Pekerjaan yang menangani, menyimpan, 
menggunakan dan/atau mengangkut pestisida. 





a. Pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, 
virus, fungsi, parasit dan sejenisnya, misalnya 
pekerjaan dalam lingkungan laboratorium klinik, 
penyamakan kulit, pencucian getah/karet; 
b. Pekerjaan di tempat pemotongan, pemrosesan dan 
pengepakan daging hewan; 
c. Pekerjaan yang dilakukan di perusahaan peternakan 
seperti memerah susu, memberi makan ternak dan 
membersihkan kandang; 
d. Pekerjaan di dalam silo atau gudang penyimpanan 
hasil-hasil pertanian; 
e. Pekerjaan penangkaran binatang buas. 
c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya 
tertentu: 
1.  Pekerjaan konstruktif bangunan, jembatan, irigasi, atau 
jalan. 
2.  Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan 
pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan 
bongkar muat. 
3. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual 
beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg 
untuk anak perempuan. 
4.  Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci. 
5. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas 
pantai atau di perairan laut dalam. 
6. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan 
terpencil. 
7.  Pekerjaan di kapal. 
8.  Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan 






9.  Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00-06.00. 
Dalam perusahaan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang, 
pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak yaitu bekerja di bidang 
konstruksi bangunan dan membantu tukang untuk menyediakan bahan 
bangunan seperti mengangkat batu batu batu dan karung semen serta 
mengaduk campuran semen. Pekerja anak yang bekerja di perusahaan 
waktu bekerjanya sama dengan orang dewasa yaitu dari jam 07.00 s/d 
16.0020. 
Dari pernyataan mandor  diatas bahwa CV. Karya Sejati Kabupaten 
Sampang sudah melanggar pasal 74 ayat 1 yaitu Siapapun dilarang 
mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang 
terburuk. Serta pasal 74 ayat 2 yang diatur dalam keputusan menteri no 
235 tahun 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan 
kesehatan dan keselamatan anak atau moral anak: yaitu huruf b 
pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan yang berbahaya yang 
pekerjaannya mengandung bahaya fisik dalam angka 7  pekerjaan yang 
dilakukan dalam lingkungan kerja yang berdebu. Dan dalam huruf c 
pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya angka 1  
pekerjaan Konstruktif bangunan, jembatan, irigasi, atau jalan dan 
angka 3 pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban 
diatas 12 kg untuk laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan. 
B. Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap 
Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi CV. Karya Sejati. 
  Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak 
yang bekerja di bidang konstrusi tidak terlepas dari hambatan yang terjadi 
dalam proses perlindungan baik dari dalam perusahaan atau internal dan 
hambatan dari luar perusahaan atau eksternal. Hambatan-hambatan yang 
terjadi di perusahaan CV. Karya Sejati seperti: 
1. Hambatan dari Internal 
                                               






a. Kontrak perjanjian  kerja antara perusahaan dengan pihak Pemda 
yang mensyratkan jumlah pekerja yang harus dipenuhi sehingga 
perusahaan merekrut pekerja sesuai jumlah kebutuhan yang 
terdapat pada kontrak perjanjian sehingga tidak melihat pekerja 
yang masih tergolong anak. 
b. Sumber Dya Manusia (SDM) yang ada pada perusahaan yang 
minim pendidikannya sehingga tidak tahu akan perlindungan 
hukum terhadap pekerja anak.  
c. Pekerjaan di perusahaan dirasa cukup berat karena bergerak di 
bidang konstruksi sehingga secara tidak langsung pekerja anak 
yang bekerja melakukan pekerjaan berat. 
2.  Hambatan dari Eksternal 
a. Tidak ada pengawasan dari pihak Disnaker yang menyebabkan 
perusahaan tidak tahu dan kurang maksimalnya perlindungan 
hukum terhadap pekerja anak. 
b. Belum ada tenaga pengawasan dalam dinasnaker. 
c. Faktor budaya di lingkungan pekerja anak yang mengakibatkan 
banyaknya pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi. 
d. Keinginan anak yang bekerja merupakan hambatan bagi 
perusahaan karena perusahaan tidak bisa menolak ketika anak 
meminta pekerjaan  untuk membantu ekonomi orang tuanya serta 
keinginan orang tua dari pekerja anak yang menginginkan anaknya 
bekerja diperusahaan. 
Upaya yang dilakukan di perusahaan CV. Karya sejati seperti: 
1. Upaya dari Internal 
a. Memberikan perlakuan khusus ketika bekerja sesuai dengan 
kemampuan pekerja anak. 
b. Memberikan jaminan dan kecelakaan kerja terhadap pekerja anak 
yang bekerja di CV. Karya Sejati. 
c. Memberikan sosialisasi dari perusahaan kepada pekerja anak yang 





d. Memberikan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang ada di 
perusahaan tentang perlindungan pekerja anak. 
e. Merekrut jumlah pekerja yang secara sistematis. 
2. Upaya dari Eksternal 
a. Program  kerja tentang penanggulangan pekerja anak. 
b. Memberikan sanksi terhadap pengusaha ketika melakukan 
pelanggaran. 
c. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi dari Disnaker terhadap 
para pengusaha tentang perlindungan pekerja anak. 
 
BAB  IV PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan: 
1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di 
bidang konstruksi di CV. Karya Sejati tidak ada karena persyaratan yang ada 
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 
harus dipenuhi untuk mempekerjakan anak tidak memenuhi semuanya seperti 
pihak perusahaan melakukan perjanjian kerja dengan pekerja anak secara 
lisan. Pihak perusahaan tidak memenuhi persyaratan perjanjian kerja untuk 
mempekerjakan anak yang sesuai dengan pasal 69 ayat 2 dan melanggar 
keputusan menteri no 235 tahun 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang 
membahayakan kesehatan dan keselamatan anak atau moral anak. 
2.  Keinginan anak yang bekerja merupakan hambatan bagi perusahaan karena 
perusahaan tidak bisa menolak ketika anak meminta pekerjaan  untuk 
membantu ekonomi orang tuanya serta keinginan orang tua dari pekerja anak 
yang menginginkan anaknya bekerja diperusahaan. Serta Tidak ada 
pengawasan dari pihak Disnaker yang menyebabkan perusahaan tidak tahu 
dan kurang maksimalnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Dan 
Faktor budaya di lingkungan pekerja anak yang mengakibatkan banyaknya 
pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi. Pekerjaan di perusahaan 





langsung pekerja anak yang bekerja melakukan pekerjaan berat. Pihak 
perusahaan Memberikan perlakuan khusus ketika bekerja sesuai dengan 
kemampuan pekerja anak. Memberikan jaminan dan kecelakaan kerja 
terhadap pekerja anak yang bekerja di CV. Karya Sejati. Memberikan 
sosialisasi kepada pekerja anak yang akan bekerja tentang pekerjaan di bidang 
konstruksi.  
B. Saran 
Dari hasil pembahasan memunculkan rekomendasi yaitu: 
1. Mengadakan sosialisasi dari Disnaker terhadap terhadap masnyarakat akan 
pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak. 
2. Adanya kesatuan tentang perlindungan pekerja anak dengan cara 
menyatukan peran pemerintah, masnyarakat, LSM, Orang tua, pengusaha 
untuk mencegah banyaknya pekerja anak. 
3. Meningkatkan pengawasan dari Disnaker terhadap perusahaan yang 
mempekerjakan pekerja anak. 
4. Memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar hak-
hak dari pekerja anak. 
5. Memberikan sanksi kepada orang tua yang tidak patuh terhadap hukum 
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